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Mengingat

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

. a.

—

KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (5) dan ayat
(6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
bersama Bupati Temanggung telah menyempurnakan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran
2018 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor
910/216/2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018
dan Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018;

bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 2018 tidak bertentangan dengan kepentingan
umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);



10.

11,

12.

13.

14.

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia-Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
2



15.

16:

17,

18.

19,

20.

21.

22.

23.

24.

25.

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012, Nomor 171 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lémbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4826);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nornor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 359, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia’ Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717,

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun
2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun
2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12
Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor
12);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun
2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor
11);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun
2009 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2010 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor S5 Tahun
2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2010 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun
2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2010 Nomor 7);
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Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun
2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2010 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun
2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun
2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor
10);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun
2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2011 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun
2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2011 Nomor 21);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 26);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun
2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten
Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun
2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor
2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
2);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun
2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
3);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun
2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada
Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun
2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan
Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 66);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun
2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor
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6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
6);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun
2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda
Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun
2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun
2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
9);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun
2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
10);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun
2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun
2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun
2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor
17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 59);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun
2012 tentang Retribusi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang
Sah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun
2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
23); Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 44);

-



59.

60.
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62.

63.

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun
2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Temanggung pada Badan Usaha Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2015-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 53);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun
2015 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati
Temanggung Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 60);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun
2016 tentang Perangkdat Daerah KabupatenTemanggung
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor
10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 68);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN
ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun

Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah

Surplus/ (Defisit)

3. Pembiayaan Daerah:
a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Pembiayaan Netto

Rp 1.699.841.115.051,00
Rp 1.723.357.367.620,00
Rp (23.516.252.569,00)
Rp 76.514.203.661,00
Rp 52.997.951.092,00
Rp 23.516.252.569,00



Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp241.191.966.721,00
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp1.078.044.419.330,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp380.604.729.000,00

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

dari:

a. Hasil Pajak Daerah sejumlah Rp36.046.000.000,00

b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp17.109.186.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah
Rp12.594.000.000,00

d. Lain-Lain Pendapatan  Asli Daerah yang Sah  sejumlah
Rpl175.442.780.721,00

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp52.099.367.330,00

b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp793.801.136.000,00

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp232.143.916.000,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c terdiri dari:

a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp63.789.400.000,00

b.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
sejumlah Rp86.450.000.000,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp18.750.000.000,00

d. Dana Desa sejumlah Rp211.615.329.000,00

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp1.062.781.934.268,00
b. Belanja Langsung sejumlah Rp660.575.433.352,00

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

dari:

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp637.071.589.273,00

b. Belanja Bunga sejumlah Rp4.000.000.000,00

c. Belanja Hibah sejumlah Rp78.581.198.500,00

d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp8.947.905.000,00

e. Belanja  Bagi  Hasil kepada  Pemerintahan Desa  sejumlah
Rp4.985.000.000,00

f. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp328.696.241.495,00

g. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 500.000.000,00

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp83.523.899.416,00

b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp350.312.268.138,00

c. Belanja Modal sejumlah Rp226.739.265.798,00



Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

(1)

(2)

(3)

(4)

(4)

Pasal 7

Dalam keadaan darurat, Bupati dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
Keadaan darurat yang timbul akibat bencana alam, bencana sosial, dan
bencana lainnya, pembiayaannya dapat dibebankan pada anggaran belanja
tidak terduga. o

Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenubhi kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Keadaan mendesak sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:

a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya
belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; dan

c. Adanya kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi yang berimplikasi
pada beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
peraturan bupati dan diberitahukan kepada DPRD selambat-lambatnya 1
(satu) bulan terhitung sejak peraturan dimaksud ditetapkan.

Pasal 8

Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan
luar biasa ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Realisasi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dilakukan manakala perkiraan Kas Umum Daerah mencukupi.

Realisasi pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, manakala
perkiraan Kas Umum Daerah tidak mencukupi, maka dapat dilakukan
dengan cara menunda pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah
dianggarkan pada APBD tahun berkenaan dan/atau menarik pinjaman
jangka menengah.

Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan
luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dicantumkan
dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD tahun berkenaan.
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Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Penerimaan sejumlah Rp76.514.203.661,00
b. Pengeluaran sejumlah Rp52.997.951.092,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp46.514.203.661,00
b.Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp15.000.000.000,00
c. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga sejumlah Rp15.000.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. Penyertaan Modal (investasi) " Pemerintah Daerah sejumlah
Rp9.997.951.092,00
b. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp28.000.000.000,00
c. Pengeluaran perhitungan fihak ketiga sejumlah Rp15.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini, tercantum
dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran
Belanja Daerah;
2. Lampiran II : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
Satuan Kerja Perangkat Daerah;

3. Lampiran III : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja
Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah,
Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V. : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;

7. Lampiran VII : DaftarPiutang Daerah;

8. Lampiran VIII : Daftar Penyertan modal (investasi) daerah;

9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan Aset Tetap
Daerah;

10.Lampiran X  : Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan Aset
lainnya;

11.Lampiran XI : Daftarkegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali tahun
anggaran ini;

12.Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah

13.Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah



Pasal 9

Apabila anggaran belanja tidak terduga tidak mencukupi guna membiayai
keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka Bupati dapat
melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8, baik untuk menambah kekurangannya
maupun pembiayaan secara keseluruhan.

Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung. ‘ :

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI TEMANGGUNG,

=

M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

/%_,—\

BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017 NOMOR g2

NOMOR REGRISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,
PROVINSI JAWA TENGAH: (gg/2017)

11



ONWVNS ONVENVE W

\

DNNDONVINAL ILVdNL

00'0 (VdTIS) useunjiag unyej, ugiessuy uelunjnpng qiqar ssig

00°69S'TST 9IS €T 013N uBBABIqUI]

00°T60°1S6°L66°TS UBBABIQUWAJ uvien[a3ud g yepung

00°000°000°000°S1 v3110Y yeyl] ueSumiyia ueienjasua L'T9
00°000°000°000°82 Sur)n) yoyod uerelequuag €9
00°Z60° 1S6°L66'6 [BISB(] YBJULISWD | (ISBISIAUT) [RPOJA] UBELISAUSY z7T9

£ (4 I
HVIWOr NYIVHN () JOWON




€l

ONEVINS ONVHNVE '

ONNOONVINAL 11LvdNg

000 0 000 00'0 HYHEVA LASY NVU NYDNVNTY NYYIOTADNAd ‘NY.LVIVANTd NVavd [001°0E
00’0 0 000 000 HYHIVA LISV NVA NVDNVITA NVVIOTIONId ‘NVLVIVANISd NVavd [0°10°E
00°69S°TST'IISET | 69STSTIIS'ET 00'260°156°L66TS 00'199°€0TFIS'9L NVHVINDIAWId NVSNHN DNVINNNT L3
. pe=s v _ - - T - i
i uRiBNEPIUA J UERWILIDUD, ]
AVL _..awha_a_ﬂu.m ) YEIDE(] URIIUILIWA] UESTA[] apoy
vdTs
UBEARI W]




$6T

ONMVINS ONVENVE ‘N

.\.\!\\\.\

JALAYL NVLYINYIIN-0T' 10109

DNNOODN LILvdngd

(00°9¥°801°$LL ) (LISIATQ) SN TANNS

00°9FF'SOT FLL'T VINVTIE HYTINP

007000°000°S VSV NVQ ONVIVE VINVTAE | C2TSZ00°€0°0210109°10109
007000000 - ~ vhuuedeySuapad eposaq seuip uvreyed ueepesuag Z00°€0°0T10109° 10109
00°000°000°S anppandn ugpdistp upwySuuad wiviSoig £0°0Z10109'10109

r £ z o
WONMOH ¥VSVd HVINOT NVIVHQ nan sowoN




34

ONAVZINS ONVENVL ‘W

\

DNNOONVINAL ILVdNg

DOTSEEEY'SLS'099 | 00'86L'SIT'6EL'OTT | DO'SEI'SITTIEOSE | 00°91F 668°€LSER TVLOL HYTWNC
00°000°000°S 00°0 00°000°000°S 00°0 oiuuvdpySua)iad p1iasaq souip uDioyod UDDPISUA] T00'€0°0TI0109 10109
00°000°000°S 00°0 00°000°000°S 0070 mmerede uldisip ueeySurtad Weisold €0°0210109° 10109
007000005 € 000 00°000°005°€ 00°0 LOIUDY BUNpas UDID|DLad DIPY2q uling UDDADYI[2UA] 820°70'0Z10109° 10109
00°000°000°€ 00°0 00°000°000°€ 000 Lopupy Bunpai updoySusjiad DjvY2q/uIINL UDDADYI[IUD ] 9Z0'Z0°0T10109° 10109
00°000°000°ST 00°0 00°000°000°5¢ 00°0 [PuOISD.£2d0/SOUIP UDDADPURY DIDY42GUIINL UDDADYIPUE] #20°70'0210109 10109
00°000°000°S1 00°0 00°000°00S°1T 00°000°005'€ LOJUDY BURPEB DIDY42G/UIINA UODADYI]AUA] TTO'TO'0TI0109 10109
00°000°000°01 00°000°000°01 00°0 00°0 -0juvy unpa3 uoiopiad upppoSua 600°20°0Z10109° 10109
00°000°009°S1 00°000°009°S T 00°0 000 401uvy Sunpas undoyBus)iad upopoSusg LOO'Z0°0TI0T09 10109
00°000°001°ZL 00°000°009°ST 00°000°000° € 00°000°005 '€ miemede euereseid uep eueles ueeysuuad W01 Z0°0Z10109°10109
00°000°0Z9'1€ 00°0 00°000°Z49'8 00°000°8L6'TZ uviojupyad upupdvjad vsor 120'10°0T10109° 10109
00°008°666°61 00°0 00°008°666 61 00°0 YDA2DP WDIDP ISDINSUOY UDP 1SDUIPA00Y IndDi-1pdDy 610°10°0Z10109' 10109
00°000°000°5Z 00°0 00°000°000°ST 00°0 YDA30pP 4DN] 7Y ISOINSUOY UDP 1SDUIPL0Y jdp-1pdny 810°10°0Z10109' 10109
0070007566 61 000 00°000°S66'61 000 UDUNUIW UDP UBUDYDUL UDDIPaAUD] L10'T0°0TI0109 10109
00°000°0%¥'1 00°0 00°000°0¥ "1 00°0 up3uppun-suvpun.ad upaniviad upp UDDOLq UDYDY UDDIPAAUD] S10°10°'0ZI0T09°TO109
00°000°000°€ 00°0 007000°000°¢ 00°0 A01UDY UDUNBUDY UDSUDLDUDANIAISI] ISDIDISUT UpHOduIoY UDDIPaTUd] TI10'10°0Z10109' 10109
00°000°000F 00°0 000007000 ¥ 000 urppUpZIUSd UDP UPYD]20 SUDIDG UDDIPATUI] [10°10'0Z10109° 10109
00°000°000'8 00°0 00°000°000°8 000 L01UDY 1N} 101D UDDIPaUa] 010°10°0Z10109' 10109
00°000°¥+8 11 00°0 00°000°999°€ 00°000°8L1°8 LOIUDY uplIS12q2y DSl uoDIpalua] 800 10°0TI0T09° 10109

i e | LA |4 B o o — = - S— PRr— 1 -

IEPOR ch”M..ﬂw_“v ma&:wuun— L LAE Ly | UBYBJULIDID,] UBSN.I[) apoy
elugppg
yequng

eluejag siuap




ONYUVNS DNVENVE ‘N

\

DNNOONVIWAL [LVdNd

00°78T'015°SST9

00°000°081°98

00°000°0L1°€91

00°00S 8LF TOET

00°SETFLTLE6T

ndig upjeie)) uep ueynpnpuaday

00°SLS'€C8'081°T| 00°000'6E1°€T6 00°0 00°L0L'LIESO0E [eISOS errtn
00°0 00°0 000 00°0 00°0 00°0 e10]yelog BarEnaY] ST
00°E68'60T EFI'6 00°000°0¢¢" 6% 00°00§'S01°9¥L 00°000°098"LT¥ 00’0 00°€6E'61'0ZY'S uendwaiag ueeABpIaquag il
00°6E1°Z86'90L9 00°005°650°THTT 00°0 [FRE B B¢

HYTIOr

L

TVAON

9

VSVI
NVA DONVEVE

s

IVMYOEd

VANNIVT

IVMYDad

DNOSONYT VINVTII

ONASONYTMVALL VINVTIE

N¥YIvdn

qJA0M




LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR  : 22 Tahun 2017
TANGGAL : 27 Desember 2017

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PERJABATAN DAN PERGOLONGAN
TAHUN ANGGARAN 2018

Md | -] = -] s -] a5 23| . 23| 468 - 847
I I Y e Y 2 7 Y Y I
mb | -} -f -] -] -] ama| 2 -| 28 786 1 -| 1.085
lll.a -1 - - - - -] -] 134| 588| - - 722 |

PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) 35

PEGAWAI KONTRAK

BUPATI TEMANGGUNG,

/

M. BAMBANG SUKARNO



ONY¥YINS DNVENYE "N

\\\.\.\\

‘ONNDONVINIL ILVdNg

bt ,m.ﬁ.:% .

o i B e e w %%55_9.
| 00'6z0°1E°€2 [ & o 00'620°ETE €2 - otoe | a  yoLueouejueideg | g
.||I|.J = - . = : ] -|| - =M w._“ONJ 1 - Om_ﬂmOMwD mm_._:._m mymm £
00'059'726'920°87 - i . = | ooosevzeocosz 9102 : © uerueiSueng | g |
- - = - o - | etz | "~ feledjiseq SegSuenyg | s
 80°579'525°964°HT - = o 80'S29°'SZS'96L VT otoz | Yesseq ueehexay iseH ueleejuewng |
00°25S'9€0°965 - o = ~ |oozsseso9es ooz | eynwp seheg efuejag 3
00'590°'899'668'6 | - s ) - 00'590°899'668°6  gt0z S yesseq 1snquiey Suend | z
0S'9€8'S85°602'L - - - ) ~ |oseesssseors 9102 2 © yemegdeleqSueing | T

_i
|

o c::w..m..._ w cme_.:_m.ummcmuucw._"_znzmﬂﬂ Lk ~_ ue8uap _._n_..,__..uu:wm
e e tedwes Sueinig yejuing_ unye;
8T0Z NYHVYOONY NNHVYL
HVY3vd DNV.1NIid ¥v14va
ONNODONVINGSL NILYdNGYH
LT0OZ Joqwiasaq /g © TYOONVL
LTOZ unye]l 7z HOWON

ONNOONYWIL NILVANEYN HYYIVA NVYNLYYAd & [IA NVHIdINYT



ONYYINS DNVENYSE

‘ONNDONYINILILYNE

69'80ZZE6'S9Z T M.S..Nmaammgm%,mﬁy : mw“mﬁ..am.nmﬂaa . i
|| E—— i ——— = " (eAuuje) uauewIadUOU SEISAALY) o I

0¥'800°09T TH8 - 0¥'800°09T° T8 « [epow epiad s g 1T
ISQ.GS.Sm T - : i R S_QS,SQ.MmmI = mo.&.cmo.omﬁ 00°000°000°002 - Emﬂ_mm epiagd epiBjwer Id ot
qu__om.qmaamv.m i E S_mmm.mhmﬂﬁ o 8.$m‘§m.ﬁm¢‘w . 00°260'295°T€2 00'ZLTTET0LT'6 = B _Muﬂs_ Cepad | B1ESIM Bleyd Iwing Ad 6 |
ﬂa.Sm.oSdm E S o 00'000°000°06 5 00°000°000°'06 = weyes m?mm R - mrﬂﬂ&ﬂﬂ_l I m|
SL'998'891°848'S s S.mﬁ.mmoww SL'998°89T°848'S S_SQ,QSAWW o :mhﬂm..nmﬂ.mmqm e - |epoin epiad - - Hﬁl: EM._«_M__ - i
rmw,ﬁmm.mhm.mmm.ﬁ s . 00'8TZTR6'8LL'T - IB.M%MH.%ME Ssy.gu_cnm.ﬁ ...mamm.mhm.l,.,mw.wﬁ S -EEI&%EE epJad J Sun33uewsy Wvad g
[T'98z977°605°C - - J-Sum«lmw.wm.ﬂ o i .nldmw..wﬁ.mlmm.ﬂ 00'000°916'E4Z E.mmmﬁmuwmm = .._ﬂﬁm\_nuos epiad  oAinw uBuUEM HROGY Q4 B
Nm.mme.mm.m.l.uwca.ml 00'S90°ESZ'EEL - 78'6£4'869'900°S 868&8_93 78'6EY'BEY'IST Y i |_mmﬂ,_| . mEmL_ = .Ium:_&c.ca ig ad = e
9L TTO IS8 SBY 2T - o 00'FL9°S9T T¥6 - 9L'TIO'TS8'S6H T 00'000°ELY'ZLL mh.ﬂﬁm_nm..mﬁ.mﬂ Bl E leyes epiad 8un33uewa] yyg ¥dg ad B
|mo.c8.8o.mmuﬂ c 00'90v'999°TREE 8‘838.3@.“” — 00'000°000'00%° 00'000°000°562°8T = weyes epJad . Susieryueg 14 | 1z
INN,Sm.mN.Sv.mm I " 00'006'£L1'099°E el - 77'009'€TZ'88Y°SE S.c&.moo.§.~| ZT'009°ETT 88T EE -|==M_mm| [ MEm.a | N -am& jueg ad T

* SueA (iseisonul)
1BROWN esig yejung.

g

£107 $3qwasag 7
LTOZ UNYeL 77 ¢

TYDONVL
HOWON

ONNDINVINIL NILVYANEYA HYHIVa NYHNLYY3d

+ A NYHIdNY

HYY3va (ISYLSIANI) TVAOW NYVLIHIANId ¥v1ldva

8T0Z NVHVOONY NNHVL

ONNOONVINIL NILVdNEYI



ONYYINS DNVAWNYE "IN

‘DONNDONVINAL ILYdNg

o £9'SST9SL" €6'TTS VLS ~ HYINNP
00'0SL"LEE'8T6'S - 00'0S/ LEE9L8'S ueel1a8uad wejep 1s}NJISUO)
mﬁqﬁ.mmm.uom.mm = - oo\ﬁﬁowmqm.mmm.ﬁ : qﬂﬁmlﬁmmmo.m| - . eAuuie ﬁ._smtumq S
oo‘nmvmmwlm.mg.mom.ﬂl e .| o ||1ﬂo..~.¢m|.n|mn.mqm.wm| mo‘m:.ﬁm.m@.ﬁm.ﬁ - | - |c._mmMcM cmu| ._mmmycm_m!_ w i
080E09v0TZREETT | 00'6EoSSLoTe9 | oo'ecezeTsoowsT | ogeessesTuyzsor | 0 ueunSueguepSunpss | g
OO'EETSYETIE8Y | 000000056ZT | o0To9eEETIvsc | oowwsootsoziy | usswuepueeessd |z
oMoMq.omm.E.nmm| = e |.| -|Mdﬁ.¢mnwﬁmwo | ooﬁmm_.qﬂmml.&m.olmmi N _||QEM 1 _|H| 1

:msm.nsntww !

8T0C NVHVODNV NNHVL
HYY43va dV131 13SY NVONVEINONId NVA NYHVIINVYNId NYVHINY3d ¥VY.1dva
ONNODONVINGL NILVdNEYA

LT0Z 12quiesaqg g ¢ TVOONVL
LTOC UnyelL zz : YOWON
ONNOONVYIWIL NILVdNEYH HVYIVA NVHNLYY3d © XI NVHIdINY]



ONYWINS DNVENVE ‘M

\\\\\\

‘ONN9ONVYINIL ILYdNg
W gt
00'6T6°CE6'SEY'SY 00'80%'£6L6ST'9 - 00'SZE TH9'865'TS (yesny 135Y) m?cmmc%_?wa cm._v__EEE e
00'880°865°99+'C 00'668'690°595°Z 00°000'80%'LTIE'T 00'L86'65Z ¥TL'E (@3q) usisaqg Busauidu] |lelag EE
00'L00°ZES'SO6'LY 00'SOE'LLLVEL'8 00°000°80VLIET 00'ZTETO6TIE'SS uleTq-uie 1asy £
00'ZLE06Y'886°E = 00°000°S817°06€ 00'24£'S00'86S°E weigoud uep (s1emyos) pninmiag jeL 1asy (A
g 5 5 = 25113 eyld UeSuap UBELIWR)Y YNIUN JBsY T

-u “
Yey uedueinduad ueeiny
8T0Z NVHVOONV NNHVL
VANNIV L3SV NVONVHNONId NVA NVHVEWVYNId NVVEINE3d ¥VL4Va
ONNOONVINIL NILYdNEWH

LI0T 4BQWBS3Q LT T TVODNYVL
LI0Z UNYeLZZ © HOWON
ONNOONYNIL NILYANEYNH HYHIVA NYHNLYYHId © X NYHIdINY]



ONYWINS DNVEAVE "IN

e

‘ONNOONVINIL ILVdNg

ejep uexiesauey
A uesegSuy esis yejwung

VINY.143d NNHVL

8T0C NVHVDONV NNHVYL
INI NYHVOONVY NNHVL IANVIVA NYEINII NYIYVYDONYIA
NVQ NYXIVS313S1a INNT3E DNVA VANIAINTIEIS NNHY.L NVLVIOIN-NVLYIOIN ¥V.Liva
ONNOONVINIL NILYdNaVH

LTO0Z uUnyel /z : TVYOONVL
LI0Z UNyeLZZ *© YOWON
ONNOONVINIL NILVINEVH HYHIVA NVHNLYHId @ T'IX NVHIdIANIY



ONYWINS ONVENVYE *

‘ONNDONVYINIL Mvdng

- 08dv ueyeqniag

YNAa3a) NNHYL

LT0E d2qiasaqg Lz

LT0Z unyeL zz :
ONNDONVINIL NILYdNGYH HYY3IVA NvdnLyyad

L IVOONYL
d0WON

S CIX NVHIdINY

8T0Z NVHVOONY NNHVL

INI NVHVOONY NNHYL NVIVA IMVEININ NYIYVDONVIA
NVQA NYIVSIT3SIa INNT38 ONVA YANINNTIE3S NYHVYOONY NNHY.L NVYLVIDIN-NVLVIDIN ¥V.L4va
ONNOONVINIL NILVdNEGVYI HVLINIYINIAC



ONYWINS ONVINVE ‘N

\

‘ONNYINVIWAL LLVINEG

e
‘ueyeUBIUAIQ
m; “w_nmnmwuu
__Eueqgyepun|.

810Z NVHVIINV NNHVL
NVINVAVI VNVA 4V.LIVA
ONNOINVIWAL NILVINGVH

LT0Z 13quuasaqg LZ © TVHONVL
LT0ZUNYeLZZ + HOWON
ONNDINYIWAL NILVdNEVY HYHEIVA NVINLYYEd * X NVHIdIWV]




ONYVINS DNVEWVE ‘W

—

‘ONNOONVIWAL LLVdNd

S0Z'T9S%

'
i
v

i

Sun3d8uewa ],

uajednqey] Ansy

1ejuer] £ deup yemey
- - ¥86'ESL'LZ8 850657 V¥69'E1 Sunpap ueunduequiad | 96z+ 23Ry 19 | ueNq ZE 000264 LTE9E S102Z qng.ed 8ueqe) Suaje( yuey z

Sund3uewa],

ueyered
: = T2Z°L0B'9VE 000°E09°0TS LT 18a] Ieseq uenguequiad %SL'L unyer § 000°E09°0TS'EB groz n( 41 EpIad dld T

8T0Z NVHVDODNV NNHV.L

HVYIVAd NVINVINId 4V.LAvVd
DONNOIONVINAL NILVANAV

LTOZ 1equiasa L7 : TVDINVL
LT0ZUNYELZZ ©  YOWON
ONNDONVIWAL NILVANEVH HVHIVA NVUNLYYad : [IIX NVHIdWY1



